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UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2015

DENGAN RA!—ETMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 3

I%NUR PROVINS}I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

. 5 ; S
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal %14 ayat (2) Peraturan
Mentéri Tenaga Kerja dan Transmigrasj Nojmor\’Y Tahun 2013 tentang

‘Upah Minimum, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi
(UMSP); . s |

bahwa untuk penetapan Upah Minirum Slékto'ral Provinsi (UMSP) di '

Provinsi Daerah| Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, telan diusulkan ‘oleh Dinas Tenaga Kerja -
dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat tanggal 26
Januari 2015 Norﬁor 363/-1.834.1 hal U‘JMSP Tahun 2015: '

| : |
. bahwa * berdasarkan pertimbangan| sebagaimana dimaksud dalam-

huruf a dan huruf b serta untuk meréingkatkan upah riil pekerja, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Tfentang‘ Upah Minimum Sektoral
Provinsi Tahun 2015; | - .

: Undang—Undahg Nomor 271 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat

Buruh;
| | .
Undang-Undang No'mc;)r 13 Tahun 2008 tentdng Ketenagakerjaan:

| [
| |

: Jndang-Undangé ‘No':mor 29 | Tahun 2007 1tentang Pemerintahan ;
>rovinsi” Daerah! Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara |

esatuan Republik Indonesia: ,
! | | y |

‘Undéng—Undang} Nomor 12 Tahun 2011 itentahg Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang | ‘Nomor 23 Tahdn 2014 tentang Pe-merintahafl_

Daerah sebégaifﬁ’aana-, telah: diubah| dengan Peraturan Pem

erihta:ﬁ
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014: e :

SALINAN | .



Upah;

Peraturan Penﬁerintéh Nomor 38

‘Urusan Pemerintahan Antara Per

| Provinsi dan Pemerintahan Daerah K

Ke‘putusan‘ Presiden Nomor

- Pengupahan;

10.

1y,

2

Menetapkan

13:

14.

15,

- Provinsi Tahun 2015;

PERATURAN GUBERNUR TENTANGI
PROVINSI TAHUN 2015.

(1)
|

(2)

ATEF@NP a0 o

Keputusan Menterl .Tenaga Kerja
201/MEN/2001 tentang Keterwakllar
Industrial;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja da

2013 tentang Upah Minimum;

Peraturan [ﬁaerah Nomor 6 Tahun 2

107_

Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan

nerintah, Pemerintahan Daerah
\abupaten/Kota

an Transmigrasi Nomor 7 Tahun

D04 tthang Ketenagakerjaan;

Peraturan Daerah' Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi

Perangkat Daerah'

Peraturan Gubemur Nomor 59 Tahun ZOLS tentang Orgamsam dan’

Tahun [2007 tentang Pembaguqn' |

Tahuln 2004 tentang Dewan

dan Transmigrasi Nomor -Kép.#' g
1 Dalam Kelembagaan Hubungan

Tata Kerja Dewan Pengupahan Provmss Daerah Khusus ibukota :

Jakai‘ta

Peraturan Gubérnur Nomor 176 Tal

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Upah Minimum Sektoral Provinsi
dalam sektor sebagai berikut :
sektor bangunan dan pekerjaan u

| sektor logam, elektronik dan mes
" sektor otomotif; :
sektor asuransi dan perbankan;
sektor makanan dan minuman;
sektor farmasi dan kesehatan;

sektor pariwisata;
sektor telek@munikaS| dan
. sektor retail

Besaran Upah Minimum Sektoral|

sebagaimana dimaksud pada ayat
Peraturan Gubernur ini.

sektor kimia, energi dun pertambangan;

sektor tekstil, sandang dan kulit; |

‘ fo i |
Peraturan Guoemur Nomor 119 Tahun 2009 tentang OrganisaS| darm
- Tata Kerja Dlnas Tenaga Kerja dan :

Transn'}lgra&

UPAH MINIMUM SEKTORAL

L
};
uUmMs
‘m'um;

n;

Provinsi (UMSP) Tahun 2015
(1) tercantum dalam ‘Lampiran

hun 2014 tentang Upah Minimurﬁ"

) Tahun 2015 ditetapkan =



Penigusaha‘ yang termasuk .dalam ke
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

_ Pasal 2 :

Pasal 3

Upah  Minimum Se}%to'ral Provinsi (UM
dimaksud dalam Pasal 1 hapya ber|
mempunyai masa kerja kurang dari 1 (sat

{Peni_njauain besarnya upah bagi pekerja/
dari| 1 (satu) tahun' dilakukan berdasar
dicapai melalui perundingan bipartit antars
-pekerja/serikat buruh!dengan pengusaha d

i
| : |
| -

Peraturan Gubernur | ini mulai berlaku 0
berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Jan

Peraturan Gubernur ini dengan penemp
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

i Ditetapkan di
1 pada tanggal
, | GUBERNUR
| | B
| |
; |
BA
Diundangkan di Jakarta |
pada tanggal 2 Februari 2015 | ey ‘
SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, '
1
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JA

! TAHUN 2015 NOMOR 51006
; & ﬁ@ﬁﬂj ‘-szesuai dengan aslinya
Lo Plh KERALABIR ‘*'{(UM SEKRETARIAT DAERAH
pﬁ%gf TRE

lompo

rendah dari Upah Minimu‘m Sektoral Provinsi (U

Pasal 4 | .

7 peke

Pasal 5 |
uari 20

Agar setiap orang mengetahuinya, memeri

dilarahﬂl\g membayar upah lebih.
1SP). j
|

5P) Tahun 2015 sebagéim na,

aku bagi pekerja/buruh yang'

) tahun.

buruh dengan masa kerja lebih

kan kesepakatan tertulis yang
ja/burth dan/atau serikat

i perusahaan.

|
®

ada tanggal diundangkan dan |

ing
15

ntahkan pehgundangan 7

‘Jaka'rté
30 Januari 2015

PROVINSI DAERAH KHUSUS.
UKOTA JAKARTA,

ittd

T‘ PURNAMA

Sum

: o o !"Uf‘\)\&\%ﬂ’mﬂHYONO

VIPTFI5410131993031006
R |

| ooy
J yang telah ditstapkan: |- |-

atannya dalam Berita Daerah e



G. SEKTGR FARNIAS! DAN KESE!J-IATAN

KEGIATAN = © = = |- PER;E;"A"‘ | KETERANGAN

Jasa Rumah Sakit

2835000~ { R

Industri Farmasi e f g e o0 * PMDN

| | Aset di atas

f 1 ; & Triliun
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PERBULAN KETERANGAN

KEGIATAN . - (Rp) ! 0 [

PERCH A T

Industri pertanunan o : 2.835.000,-

!ndusm pakalan Jad[ rajutan
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2.700.000,- - | e
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Industri pakalan jadi dari ieksttl 2.700.000,- +-
dan periengkapannya e ety o

Industri alas kaki untuk kener!uan : 2.835.000,-
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Jasa Perhotelan : 2.835.000,-
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